HALAMAN 8 |

b.

SENIN, 6 JUNI 2022

KETERANGAN MENGENAI MASING-MASING PERUSAHAAN PESERTA PENGGABUNGAN
USAHA

MEDIA INDONESIA

f. Tanggal Efektifnya Penggabungan Usaha
Pelaksanaan Rencana Penggabungan ini akan mengubah maksud dan tujuan SMSM
yang tercantum dalam Anggaran Dasar SMSM, dan karenanya sesuai Penjelasan Pasal
22 POJK No. 74/2016 juncto Penjelasan Pasal 133 UU Perseroan Terbatas Penggabungan
Usaha SMSM dan SSP berlaku efektif sejak tanggal persetujuan Menkumham atas
perubahan Anggaran Dasar SMSM tersebut.

g. Direksi dan Dewan Komisaris
Dalam rangka Rencana Penggabungan susunan Direksi dan Dewan Komisaris SMSM
sebagai Perusahaan yang Menerima Penggabungan akan diubah, namun demikian calon
anggota Direksi dan Dewan Komisaris SMSM yang akan ditunjuk saat ini masih belum
ditentukan secara definitif dan karenanya akan diinformasikan lebih lanjut.

h. Persetujuan dan Keberatan Kreditur
Berdasarkan perjanjian-perjanjan kredit antara SMSM dan kreditor bank, SMSM waijib
memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari bank sebelum melaksanakan Rencana
Penggabungan. Sehubungan dengan hal tersebut SMSM telah memperoleh persetujuan
tertulis atas Rencana Penggabungan dari bank-bank berikut ini:

el RINGKASAN RANCANGAN PENGGABUNGAN USAHA
1. Riwayat Singkat

PT Selamat Sempurna Tbk (“SMSM”) didirikan di Indonesia pada tanggal 19 Januari 1976

berdasarkan Akta Notaris Ridwan Suselo, S.H., No. 207. Akta Pendirian tersebut telah disahkan PT s E LAMAT s E M P U RNA T B K DAN

oleh Menteri Kehakiman dalam Surat Keputusan No. Y.A.5/96/5 tanggal 22 Maret 1976.

Anggaran Dasar SMSM telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan akta

Notaris Kamelina, S.H., No. 22 tanggal 25 Februari 2021. Perubahan Anggaran Dasar tersebut PT s E LAMAT s E M PANA P E RKASA

telah dilaporkan kepada Menkumham sebagaimana tercantum dalam Penerimaan

Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0143407 dan Penerimaan

B e B ot 170 A O 1 Tana09, yang keduanya RINGKASAN RANCANGAN PENGGABUNGAN USAHA INI PENTING UNTUK DIPERHATIKAN OLEH PARA PEMEGANG SAHAM PT SELAMAT SEMPURNA TBK (“SMSM”) DAN

Maret 2021 (‘Anggaran Dasar SMSM") ) e 99 PT SELAMAT SEMPANA PERKASA (“SSP”) UNTUK MENGAMBIL KEPUTUSAN DALAM RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (“RUPS”) MASING-MASING PERUSAHAAN YANG AKAN

99 ) DISELENGGARAKAN PADA TANGGAL 28 JULI 2022 SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PENGGABUNGAN USAHA SMSM DAN SSP.
2. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Berdasarkan Surat Ketua Badan Pengawas Pasar Modal (‘BAPEPAM”) No.S-1287/PM/1996 JIKAANDA MENGALAMI KESULITAN DALAM MEMAHAMI RINGKASAN RANCANGAN PENGGABUNGAN USAHA INI, ATAU MEMILIKI KERAGUAN DALAM MENGAMBIL KEPUTUSAN, MAKA

tanggal 13 Agustus 1996, SMSM telah mendapat pernyataan efektif untuk melakukan penawaran ANDA DISARANKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN PENASIHAT PROFESIONAL.

umum Perdana sahamnya kepada masyarakat, yaitu sejumlah 34.400.000 saham baru, ®

dengan nilai nominal Rp500 (Rupiah penuh) per saham dengan harga penawaran sebesar ®

Rp1.700 (Rupiah penuh) per saham. Saham-saham tersebut dicatatkan pada Bursa Efek

Jakarta (‘BEJ”) dan Bursa Efek Surabaya (“BES”) (sekarang Bursa Efek Indonesia (“BEI"))

pada tanggal 9 September 1996. Pada tahun 1997, sesuai persetujuan RUPSLB pada tanggal

11 November 1997, SMSM melaksanakan pembagian saham bonus sebesar Rp41.184.000.000

atau sejumlah 82.368.000 saham dengan nilai nominal Rp500 (Rupiah penuh) per saham, PT Selamat Sempurna Tbk PT Selamat Sempana Perkasa

yang seluruhnya berasal dari agio saham. Kantor Pusat Kantor Pusat

Dalam RUPSLB pada tanggal 12 Agustus 1999, para pemegang saham SMSM menyetujui il P\IN'Itsga AD1R,\" 1 il P‘IM‘sga A[;RN 4

pelaksanaan pembagian saham bonus sebesar Rp31.482.880.000 yang terdiri atas 62.965.760 . J ull< nay1a444oo. . J “I'( nay1a444oo.

saham dengan nilai nominal Rp500 (Rupiah penuh) per saham, yang berasal dari selisih Ph éf62a21 6610033 Ph ?'1+a62a21 6610033

penilaian kembali aset tetap. Dalam RUPSLB yang sama, para pemegang saham juga Fon.e;sz 21 6696237 Foniaz 21 6696237

menyetujui pemecahan nilai nominal saham dari Rp500 (Rupiah penuh) per saham menjadi Web: ta)'(.htt A d ax:

Rp100 (Rupiah penuh) per saham serta pemberian kuasa kepada Direksi SMSM untuk E © 'IS“ e p.twwwasmsm.co.l

mengatur pelaksanaannya. Pemecahan nilai nominal saham tersebut telah dilakukan melalui -mail: corporate@adr-group.com

KSEI, dengan tanggal pencatatan pada tanggal 10 Juli 2003 dan jadwal pendistribusian saham Pabrik Pabrik

pada tanggal 11 Juli 2003. Setelah pembagian saham bonus dan pemecahan nilai nominal saham JI. Kapuk Kamal Raya No.88 JI. Raya Curug No.88

tersebut, jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh SMSM adalah 1.298.668.800 saham. Jakarta Utara - 14470, Indonesia Desa Kadujaya - Bitung

Selanjutnya berdasarkan Surat Ketua BAPEPAM No0.2944/BL/2006 tanggal 27 November JLR c No.88 Tangerang, Banten, Indonesia

2006, SMSM telah mendapat pernyataan efektif untuk melakukan penggabungan usaha D y T(yad urug qu

dengan PT Andhi Chandra Automotive Products Tbk., entitas anak dan sehubungan dengan T esa aBu]atya . | Idung

penggabungan usaha tersebut, SMSM menerbitkan saham baru sejumlah 141.000.060 saham angerang, Banten, Indonesia

dengan nilai nominal Rp100 per saham. Setelah penggabungan usaha tersebut, jumlah saham Kegiatan Usaha Utama: Kegiatan Usaha Utama:

ditempatkan dan disetor penuh SMSM adalah 1.439.668.860 saham. Industri alat-alat atau perlengkapan (spareparts) kendaraan bermotor, alat-alat berat, Industri barang dari karet untuk keperluan industri.

Berdasarkan akta Notaris Kamelina, S.H., No. 36 tanggal 18 Oktober 2016, para pemegang dan mesin lainnya serta kegiatan distribusi.

saham SMSM memutuskan untuk melakukan pemecahan nilai nominal saham Perusahaan PENGGABUNGAN USAHA INI DILAKUKAN DENGAN MEMPERHATIKAN KEPENTINGAN MASING-MASING PERUSAHAAN PESERTA PENGGABUNGAN, MASYARAKAT DAN PERSAINGAN

dari Rp100 (Rupi?h penuh) menjadi Rp25 (Rupiah pe_nuh) per lembar _saham ("stock Sp/_it‘")._ YANG SEHAT DALAM MELAKUKAN USAHA, SERTA TETAP MEMPERHATIKAN TERPENUHINYA HAK-HAK PEMEGANG SAHAM PUBLIK DAN KARYAWAN.

Modal dasar menjadi 8.000.000000 5::;;,:,?"5‘;ggf’?epgtgﬂtdtaerl‘;:"sgﬁ‘;'pgfgﬂ T::;%‘g RANCANGAN PENGGABUNGAN USAHA INI DISUSUN SECARA BERSAMA-SAMA OLEH DIREKS! DARI MASING-MASING PERUSAHAAN PESERTA PENGGABUNGAN SETELAH USULAN

M‘enkLimha‘m sebagaiména tertuang dalam Surat No. AHU-AH.01.03-0091501 dan didaftarkan RENCANA PENGGABUNGAN MASING-MASING PERUSAHAAN YANG BERPARTISIPASI DALAM PENGGABUNGAN TELAH DISETUJUI OLEH MASING-MASING DEWAN KOMISARIS

dalam Daftar Perseroan No. AHU-0124583.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 21 Oktober 2016. PERUSAHAAN PESERTA PENGGABUNGAN.

" RANCANGAN PENGGABUNGAN USAHA INI TELAH MEMPEROLEH PERSETUJUAN DARI MASING-MASING DEWAN KOMISARIS SMSM DAN SSP PADA TANGGAL 03 Juni 2022, NAMUN

Berdasarkan Anggaran Dasar SMSM dan Daftar Pemegang Saham SMSM per 30 April 2022 . A :

yang diterbitkan oleh PT Sinartama Gunita selaku Biro Administrasi Efek yang ditunjuk SMSM, g'\Enlél:dMDhAﬁMsF;EPROLEH PERNYATAAN EFEKTIF DARI OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) SERTA BELUM MEMPEROLEH PERSETUJUAN DARI RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

struktur permodalan SMSM dan komposisi kepemilikan saham SMSM adalah sebagai berikut: .

— - DALAM HAL RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (“RUPS”) TIDAK MENYETUJUI RANCANGAN PENGGABUNGAN USAHA INI, MAKA SESUAI DENGAN KETENTUAN HUKUM YANG
Keterangan Nilai Nominal Rp25 per saham BERLAKU RANCANGAN PENGGABUNGAN USAHA INI BARU DAPAT DIAJUKAN KEMBALI KEPADA OJK DALAM WAKTU 12 (DUA BELAS) BULAN SETELAH PELAKSANAAN RUPS
Jumlah Saham  Nominal (Rp.) % SMSM YANG AKAN DISELENGGARAKAN PADA TANGGAL 28 JULI 2022.
Modal Dasar 8.000.000.000  200.000.000.000 DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERUSAHAAN PESERTA PENGGABUNGAN USAHA BERTANGGUNG JAWAB PENUH ATAS KEBENARAN DARI SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh MATERIAL YANG DIMUAT DALAM RANCANGAN PENGGABUNGAN INI DAN MENEGASKAN BAHWA SETELAH MENGADAKAN CUKUP PENELITIAN, TIDAK ADA INFORMASI ATAU
PT Adrindo IntiPerkasa 2.910.392.136  72.759.803.400  50,54% FAKTA MATERIAL YANG RELEVAN SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DALAM RANCANGAN PENGGABUNGAN USAHA INI YANG TIDAK BENAR DAN MENYESATKAN.
Masyarakat (masing-masing dibawah 5%)  2.848.283.304  71.207.082.600  49,46% Ringkasan Rancangan Penggabungan Usaha ini diterbitkan pada 06 Juni 2022
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 5.758.675.440 143.966.886.000 100,00% I
3. Pengurusan dan Pengawasan . . 3. Pengurusan dan Pengawasan 4. Penelaahan oleh Direksi Atas Rencana Penggabungan Usaha

Berdasarkan Pernyataan Keputusan Rapat yang termuat dalam Akta Notaris Kamelina, S.H. Berdasarkan Risalah Rapat yang diaktakan dengan Akta Notaris Silvy Solivan, S.H., M.Kn., Sehubungan dengan rencana Penggabungan Usaha, Perusahaan Penerima Penggabungan

:“0- 22‘tar;glgal Zg Feltar;an 2021 ya”F? telsh Sjt'br?”"ahgka“” l';epada Menku.:jmh’am iebarg]am?\‘na No. 20 tanggal 27 Juni 2019, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana Usaha telah melakukan penelaahan beberapa hal, antara lain yaitu:

ermyata dalam Surat Fenerimaan Pemberitahuan Data Perseroan pada Menkumnam No. ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU- a) Aktivitas usaha serta perkembangan hasil usaha masing-masing Perusahaan Peserta

AHU-AH.01.03-0143409 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU- N i N N ! !

Pl AH.01.03-0292001 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan No. AHU Penggabungan Usaha dengan memperhatikan laporan keuangan masing-masing

0041870.AH.01.11.TAHUN 2021, keduanya tertanggal 5 Maret 2021, susunan Dewan Komisaris : isari i i .

el et 0100832.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 28 Juni 2019, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan Peserta Penggabungan Usaha untuk tahun-tahun buku yang berakhir pada
dan Direksi SMSM adalah sebagai berikut: dari SSP adalah sebagai berikut: 99 g yang 3
L L . 9 g tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019;

ng?sr;rli(somlasrﬁ:s | Board l’sfu?jg";";j‘?n'g"ers- Dewan Komisaris: b) Penyelesaian hak dan kewajiban Perusahaan Peserta Penggabungan Usaha terhadap

isari i Hi i Komisaris Utama Surja Hartono pihak ketiga;

K(‘Jmlsa-ns Independeln Handi Hidajat Suwardi Komisaris Melj'yana Hartono c) Penyelesaian status hubungan kerja karyawan Perusahaan Peserta Penggabungan Usaha;

Direksi | Board of Directors: Direksi d) Penyelesaian hak-hak pemegang saham publik yang tidak menyetujui rencana

Direktur Utama Eddy Hartono Direksti: Penggabungan Usaha;

Direktur Ang Andri Pribadi Direktur Utama Ang Andri Pribadi e) Analisa terhadap kondisi Perusahaan Yang Menggabungkan Diri; dan

Direktur Diojo Hartono Direktur Djojo Hartono f) Sinergi/manfaat yang dapat dihasilkan dari Penggabungan Usaha dan prospek ke depan

Direktur Independen Arlis Setyapranarka 4. Kegiatan Usaha Utama dari Perusahaan Penerima Penggabungan Usaha

. Kegiatan -
4. Kegiatan Usaha Utama . ) ) Sesuai dengan Anggaran Dasar SSP, SSP terutama bergerak dalam bidang industri barang 5 Risiko-risiko

Berdasarkan Anggaran Dasar SMSM, SMSM terutama bergerak dalam bidang industri dari karet untuk keperluan industri. g

komponen dan suku cadang mesin dan turbin, industri mesin untuk keperluan umum lainnya R 1. Potensi Implikasi Perpajakan sebagai Akibat dari Penggabungan Usaha

YTDL, industri suku cadang dan aksesoris kendaraan bermotor roda empat atau lebih, 5. Ikhtisar Data Keuangan . . a) Penghapusan Nomor Pokok Waijib Pajak (‘NPWP”) dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha

perdagangan besar suku cadang dan aksesori mobil, perdagangan besar mesin kantor dan Tabel-tabel di bawah ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting dari SSP berdasarkan Kena Pajak (‘PKP”)

industri, suku cadang dan perlengkapannya, perdagangan besar alat transportasi laut, suku Laporan Keuangan untuk periode-periode yang berakhir pada 31 Desember 2021, 2020 dan !

cadang dan perlengkapannya, perdagangan besar alat transportasi darat (bukan mobil, sepeda 2019. Berdasarkan Undang-Undang No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara

motolr :Jandsejenislnya)ksuku It:za_ldang dan perlengkapannya, serta perdagangan besar mesin, Laporan keuangan SSP untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 telah Perpajakan, sebagaimana_ telah diubah |era_khir kali ‘d_engan_Undang-Undang No.7 tahun

peralatan dan periengkapan fainnya. diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota Ernst&Young 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Dirjen Pajak dapat menghapus NPWP
5. lkhtisar Data Keuangan Global Limited) dengan laporan auditor independen yang ditandatangani oleh Sinarta pada Waijib Pajak apabila Wajib Pajak dilikuidasi karena penggabungan usaha. Wajib Pajak

Tabel-tabel di bawah ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting dari SMSM berdasarkan tanggal 25 April 2022, Mento pada tanggal 30 April 2021 dan 23 April 2020 yang menyatakan yang akan dilikuidasi karena penggabungan usaha dapat mengajukan permohonan

Laporan Keuangan Konsolidasian SMSM dan Entitas Anaknya untuk periode-periode yang opini bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, penghapusan NPWP kepada Dirjen Pajak. Dalam hal likuidasi, selain penghapusan NPWP,

berakhir pada 31 Desember 2021, 2020 dan 2019. posisi keuangan serta kinerja keuangan dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal- Waijib Pajak juga perlu melakukan pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak

Laporan keuangan konsolidasian SMSM dan Entitas Anaknya untuk periode yang berakhir tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. (“PKP”) dengan mengajukan permohonan kepada Dirjen Pajak.

31 Desember 2021, 2020 dan 2019 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sehubungan dengan penghapusan NPWP, maka (i) pelaksanaan hak dan pemenuhan

Sungkoro & Surja (firma anggota Ernst&Young Global Limited) dengan laporan auditor LAPORAN POSISI KEUANGAN dal taan Rupiah kewajibar?perpajagkanF;tag m;)sing-masing entitas fjl:ha sampai dengan sast dilakukan

independen yang ditandatangani oleh Sinarta pada tanggal 04 April 2022, Mento pada tanggal alam jutaan Rupia penggabungan, menggunakan NPWP Wajib Pajak hasil penggabungan usaha; dan (i

30 April 2021 dan 23 April 2020 yang menyatakan opini bahwa laporan keuangan konsolidasian Ket 31D pelaksanaan ha‘k dan pemenuhan kewajiban perpajakan setelah dilakukan penggébungan

menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian eterangan 2021 2020 2019 h kan NPWP Waiib Pajak hasil b

SMSM dan Entitas Anaknya serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk usaha, menggunakan )i Pajak hasil penggabungan.

:jahlug yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan :g:; LANCGAR Dalam proses penghapusan NPWP dan pencabutan PKP, Dirjen Pajak akan melakukan

i Indonesia. " g A - ¥ o
pemeriksaan terhadap Wajib Pajak yang dilikuidasi. Berdasarkan hasil pemeriksaan, Dirjen

LAPORAN POSIS| KEUANGAN Kas dan setara kas 8.971 25.138 9.559 Pajak akan memberikan keputusan terhadap permohonan penghapusan NPWP paling

dalam jutaan Rupiah E:Ez::g Ilf:ig'};r; neto 4332? 41'122 53'?3‘5‘ lama 12 bulan setelah permohonan diajukan ke kantor pajak. Atas pemohonan pencabutan
St PKP, Dirjen Pajak akan memberikan keputusan terhadap permohonan pencabutan PKP
31 D b -

Keterangan 2021 ::::‘ er 2019 E\earys:ddﬁ)aa';/arn;tﬁwuka 26‘6(753 14‘93 14'7% paling lama 6 bulan setelah permohonan diajukan ke kantor pajak.

Uang muka 37 1.349 1.819 b) Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan Harta Dalam Rangka Penggabungan Usaha

ASET

ASET LANCAR TOTAL ASET LANCAR 79.081 82.751 80.024 Berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia, nilai perolehan atau

Kas dan setara kas 661.401 692.815 244.032 pengalihan harta yang dialihkan dalam rangka penggabungan usaha oleh Wajib Pajak

ASET TIDAK LANCAR ; " A

F'iut_ang usa_ha - neto Aset pajak tangguhan 2.835 2727 2.561 adalah_ Jl_JmIah yang seharusnya _dlkeluarkan atau d_nerlma berdasarkan harga pasar,

Pihak ketiga 910.454 786.647 961.929 Aset tetap - neto 28.409 26.494 23.502 kecuali ditetapkan lain oleh Menteri Keuangan. Menteri Keuangan menetapkan pengalihan
ihak berelasi E : ¥ Y N - arta dalam rangka penggabungan dapat menggunakan nilai buku setelah mendapatkan

_F‘h kb‘ |_ 21.481 23.949 58.259 Aset hak-guna - neto 7.040 8.396 h: dal k: b d ki lai buk lah d ki
- Uang muka pembelian aset teta 3.158 2.841 1.193 persetujuan Dirjen Pajak, melunasi seluruh utang pajak dari tiap badan usaha yang terkait

Piutang lain-lain g P p juan Dirjen Pajak, melunasi seluruh jak dari tiap bad: h kail
E!Rat Eet'gla . 3-233 15-255 3-722 Aset tidak lancar lainnya 368 424 487 dan memenuhi persyaratan tujuan bisnis (business purpose test). Dalam hal setelah

Pim'a nag a :rzj :j‘ 12,089 14.686 21757 TOTAL ASET TIDAK LANCAR 41.810 40.882 27.743 mendapatkan persetujuan Dirjen Pajak untuk menggunakan nilai buku, diketahui bahwa

Persediaan - neto 1099924  720.543 783584 TOTAL ASET 120891 123.633 107.767 Perusahaan Peserta Penggabungan: R

Uang muka 17.096 16.492 22815 « tidak memenuhi ketentuan persyaratan tujuan bisnis (business purpose test);

Biaya dibayar di muka 8.092 6.354 6.698 LAPORAN POSISI KEUANGAN + melakukan pemindahtanganan harta tetapi tidak mengajukan permohonan

Pajak dibayar di muka 61.166 18.181 35.407 dalam jutaan Rupiah pemindahtanganan harta dalam jangka waktu yang ditentukan;

TOTAL ASET LANCAR 2.795.010 2.294.976 2.138.324 Ket 31 Desember + memperoleh penolakan pemindahtanganan harta dari Dirjen Pajak dan harta tersebut

eterangan telah dipindahtangankan;

ASET TIDAK LANCAR 2021 2020 2019 !

Ase_t pajak _tangguhan . 62.513 55.632 62.762 LIABILITAS maka nilai pengalihan harta dalam rangka penggabungan usaha berdasarkan nilai buku

Tagihan pajak penghasilan - 6.168 - LIABILITAS JANGKA PENDEK dihitung kembali berdasarkan nilai pasar pada saat pengalihan harta pada tanggal efektif

:nvestas! Paﬁa entitas asosiasi ggggg ggggg ?ig;g Utang usaha 11.984 21.759 15514 Penggabungan. Dirjen Pajak akan menerbitkan surat keputusan pencabutan atas surat

:sveelst‘:zpsé n:‘; 712:476 681:047 750:504 Utang lain-lain 320 337 274 keputusan persetuju_ar? penggunaan nilai buku dan _menghitung kembali nilai pengal\h_an

Aset hak-guna - neto 117.421 165.029 N Utang pajak 4.159 2.229 2.741 harta ber_dasarkan nilai pasar untuk menetapkan Pajak Pengh_aswlan yang terutang. Pajak

Uang muka pembelian aset tetap 29.007 19.191 28.611 Liabilitas imbalan kerja jangka pendek 2.022 1.287 1.334 Penghasilan yang terutang ditanggung oleh Perusahaan Penerima Penggabungan Usaha.

;roptyersi iEYEStaSiI 163;18 Sg;]g %ggi gebgn ?krual tas liabilit ‘angk . 1 g?g gg? 640 2. Risiko-risiko Sehubungan dengan Peraturan Perundang-undangan

set tidak lancar lainnya g - - agian lancar atas liabilitas sewa jangka panjang : - Perusahaan Peserta Penggabungan Usaha harus dan akan selalu mematuhi berbagai
TOTAL ASET TIDAK LANCAR 1.073.852  1.080.550 968.657 TOTAL LIABILITAS JANGKA PENDEK 20.327 26.821 20.503 persyaratan peraturan perundang-undangan di Indonesia yang dari waktu ke waktu dapat
TOTAL ASET 3.868.862  3.375.526 3.106.981 LIABILITAS JANGKA PANJANG berubah. Sehubungan dengan proses Penggabungan, Perusahaan Penerima Penggabungan
Liabilitas imbalan kerja jangka panjang 8.282 10.006 9.744 Usaha harus memperoleh pernyataan efektif dari OJK. Apabila pernyataan efektif tidak

LAPORAN POSISI KEUANGAN dalam jutaan Rupiah Liabilitas sewa jangka panjang setelah dikurangi diperoleh, maka Perusahaan Peserta Penggabungan Usaha dapat menunda, tidak melanjutkan

bagian lancar 7.544 8.952 - atau membatalkan Penggabungan Usaha dengan tetap memperhatikan ketentuan perundang-

Keterangan 31 Desember TOTAL LIABILITAS JANGKA PANJANG 15.826 18.958 9.744 undangan yang berlaku. Dalam hal demikian, Perusahaan Peserta Penggabungan Usaha

2021 2020 2019 TOTAL LIABILITAS 36.153 45.779 30.247 akan membuat sebuah pengumuman atas tidak dilanjutkannya atau dibatalkannya
Penggabungan.

LIABILITAS LAPORAN POSISI KEUANGAN 9gabung

LIABILITAS JANGKA PENDEK dalam jutaan Rupiah 3. Tidak Tercapainya Sinergi yang Diharapkan

Utang bank jangka pendek 100.636 26.081 33.321 Salah satu tujuan dari Penggabungan Usaha adalah untuk menciptakan kekuatan usaha yang

Utang usaha Keterangan 31D lebih besar dalam bernegosiasi dengan berbagai macam vendor untuk mencapai sinergi dan
Pihak ketiga 245590  154.589 211.497 2021 2020 2019 o ! . ) . )
Pinak boralasi 24677 30046 48,609 efisiensi operasional yang lebih baik. Namun, tidak ada kepastian bahwa sinergi yang

i . : i EKUITAS diharapkan akan terwujud dalam kerangka waktu yang diharapkan.

Utang lain-lain L .

Pihak ketiga 9.232 5.136 4673 M°;,’ﬁ'j?'2fm}”',';§,' 0”833”;& §p1r?orﬁer saham 4. Hubungan Kerja Karyawan SMSM dan SSP

U(PIhak k')elieIGSI 106 45‘11 74 58&13 65 28; Mgd:I diE;‘:?n;)atkén dan di:;o?penuh Dalam rencana Penggabungan Usaha ini tidak terdapat rencana pemutusan hubungan kerja
ang pajal E X . - | i i

L\abiﬁlgsjimbalan Kerja jangka pendek 67033 27398 29896 445.000.000 saham 44.500 44.500 44.500 karyaw.an‘ karyawan S'MSVM maupun SSP. Hubungan kerja semua karyawap SSP nantinya

Beban akrual 40003 30113 277985 Tambahan modal disetor 150 150 150 akan dialihkan dan dilanjutkan dengan SMSM dengan tetap memperhatikan ketentuan

Uang muka penjualan 34:869 23:326 10:534 Saldo laba peraturan perundang-unda?ngan yang'berlakuA Jika terdapz?t karyawan SMSM dan/atau $SP

Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam Telah ditentukan penggunaannya 170 160 150 yang memutuskan untuk 1Iq§k me\aryuﬂfaﬁ hgbungan kerja denggn Perusahaan Penerlmg
satu tahun: Belum ditentukan penggunaannya 39.918 33.044 32.720 Penggabungan Usgha, hal Inl'dapat dlantls]pasl dengan memperkerjakan karyawan pengganti
Utang bank jangka panjang 22.839 11.769 14.819 TOTAL EKUITAS 84.738 77.854 77.520 yang dapat melanjutkan kegiatan operasional setelah Penggabungan Usaha. Perusahaan
Utang sewa beli 825 970 4.675 Penerima Penggabungan Usaha akan mengantisipasinya dengan melakukan “handover”

iabilitas sewa jangka panjang . k - sebelum karyawan tersebut berhenti atau mengundurkan diri.
Liabil iangk . 17.260 14.375 TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS 120.891 123.633 107.767 belum k P but berhenti at durkan diri

TOTAL LIABILITAS JANGKA PENDEK 669.419 398.392 461.192 LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN Dalam Penggabungan Usaha ini seluruh karyawan SSP akan melanjutkan hubungan kerja

LIABILITAS JANGKA PANJANG dalam jutaan Rupiah dengan Perusahaan Penerima Penggabungan Usaha dengan syarat dan ketentuan kerja,

Liabilitas imbalan kerja jangka panjang 146.981 172.668 175.201 31D gaji, tunjangan serta hak-hak yang sama dengan yang diperoleh saat ini.

Liabilitas jangka panjang-setelah dikurangi bagian Keterangan
yang jatuh tempo dalam satu tahun: 2021 2020 2019 3. Tata Cara/Prosedur Penggabungan
Utang bank jangka panjang 53.351 25.986 21.658 PENJUALAN 247.048  175.715 209.082

) 1. Persyaratan Penggabungan

Utang sewa beli 648 1.650 6.627 BEBAN POKOK PENJUALAN 208.618)  (147.800 173.559 i
Liabilitas sewa jangka panjang 86.830 128.320 ~ LABA BRUTO ( 3&433 ( 27.915) ( 35.523? Dengan menelaah peraturan peundangan-undangan yang berla_ku d_l I_ndoneswa_. proses
TOTAL LIABILITAS JANGKA PANJANG 287.810 328.624 203.486 Beban penjualan (906) 802) (910) rencana Penggabungan akan d\laksanak_a_n bila hal-hal berlku? ini ‘!elah dipenuhi:
TOTAL LIABILITAS 957.229  727.016 664.678 Beban umum dan administrasi (7.372)  (6.973) (7.679) a Sa”?"ga." .Pelnggab”."ga" Us.ahaDtemh dlf'ap.ka". Bgrs?gasszD'rglgésijM dan SzP
Pendapatan operasi lainnya 862 739 883 lan disetujui oleh masing-masing Dewan Komisaris dari an , keduanya pada
LAPORAN POSIS| KEUANGAN » Beban operasi lainnya (1.300) (595) (172) tanggal 3 .Junl 2_022. Se!anju!nya Rancangan Penggabungan U_saha harus disetujui oleh
dalam jutaan Rupiah LABA USAHA 29.714 20.284 27.645 RUPS dari masing-masing SMSM dan SSP. Informasi lebih lanjut tentang RUPS SMSM
31D Penghasilan keuangan 274 478 154 tersedia di Bab V tentang Persyaratan Penggabungan Usaha dan Prosedur Pemungutan

Keterangan Bia: Suara.

ya keuangan (812) (822) 8)
2021 2020 2019 LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN 20176 19.940 27.791 b) Ringkasan Rancangan Penggabungan Usaha telah diumumkan oleh masing-masing

EKUITAS Beban pajak penghasilan (6.364) (4.412) (6.971) Direksi dari SMSM dan SSP kepada para kreditur dan para karyawan mereka masing-

EKUITAS YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN LABA TAHUN BERJALAN 22.812 15.528 20.820 masing.

KEPADA PEMILIK ENTITAS INDUK PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN c) Persetujuan dari kreditur SMSM atas rencana Penggabungan Usaha telah diperoleh dari

Modal saham-nilai nominal Rp25 (Rupiah penuh) Pos yang tidak akan direklasifikasikan ke laba rugi: bank sesuai perjanjian pinjaman terkait dan para kreditur dari masing-masing Perusahaan
ﬁﬂidzﬁzaar;‘ar—a 000.000.000 saham Pengukuran kembali atas liabilitas imbalan kerja (353) 381 (1.164) Peserta Penggabungan Usaha tidak mengajukan keberatan atas Rancangan Penggabungan
Modal ditempa‘tkan‘ dan.disetor penuh- TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF Usaha dalam jangka waktu 14 hari setelah tanggal pengumuman ringkasan Rancangan

5.758.675.440 saham 143.967 143.967 143.967 TAHUN BERJALAN 22.459 15.909 19.656 Pengga_bungar\ Usaha dan/at_au jika kreditur mengajukan keberatan, keberatan tersebut

Tambahan modal disetor-neto 49.899 49.899 49.899 telah c nya sesuai 1 dan peraturan perundang-undangan yang

Komponen ekuitas lainnya 29.037 31.295 2116 Il. KETERANGAN TENTANG RENCANA PENGGABUNGAN USAHA berlaku;

Saldo laba d) Rancangan Penggabungan Usaha telah disetujui oleh RUPS SMSM dan SSP sesuai
Telah ditentukan penggunaannya 28.993 28.993 28.993 1. Umum ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan anggaran dasar SMSM dan
Belum ditentukan penggunaannya 2.268.889 2.020.171 1.864.172 1. Keterangan Umum SSP;

Total 2.520.785 2.274.325 2.089.147 Di dalam rencana Penggabungan Usaha, SSP akan menggabungkan diri dengan SMSM. e) Akta Penggabungan Usaha telah ditandatangani by SMSM dan SSP setelah mendapatkan

KEPENTINGAN NON-PENGENDALI 390.848 374.185 353.156 SMSM akan menjadi Perusahaan Penerima Penggabungan Usaha dan setelah penggabungan persetujuan RUPS SMSM dan SSP;

TOTAL EKUITAS 2.911.633 2.648.510 2.442.303 usaha menjadi efektif, SMSM akan tetap menjadi perusahaan terbuka yang tercatat di BEI. f) Pernyataan Penggabungan yang diajukan kepada OJK telah menjadi efektif sesuai

TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS 3.868.862 _3.375.526 3.106.981 Berikut adalah ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi sebelum penggabungan dapat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN menjadi efektif: 9) Seluruh prosedur yang berlaku berdasarkan Anggaran Dasar SMSM dan SSP dan

dalam jutaan Rupiah a. Rancangan Penggabungan Usaha ini memperoleh persetujuan dari RUPS SMSM dan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku telah dipenuhi secara sah.

Keterangan 3D b Seluru ketentuan berdasarkan anggaran dasar SMSM dan SSP dan peraturan perundang- z BMD & Pa:::::: Lo Firm telah ditunjuk oleh SM%?/Ia:;uk bertindak sebagai konsultan hukum

2021 2020 2019 undangan yang berlaku terkait dengan Penggabungan Usaha (termasuk Undang-Undang SMSM sehubungan dengan Penggabungan Usaha dan dalam kapasitas tersebut telah

PENJUALAN NETO 4.162.931 3.233.693 3.935.811 Pasar Modal, UU Perseroan Terbatas dan peraturan pelaksananya) dipenuhi; sehubung 9 “enggabungan L " pasi M

- 102. -Z33. -394 N : : memberikan pendapat dari segi hukum sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf

BEBAN POKOK PENJUALAN (2.825.555) (2.196.408) (2.744.171) c. Para kreditur SMSM dan SSP tidak mengajukan keberatan atas rencana Penggabungan . "

LABA BRUTO 1.337.376  1.037.285 1.191.640 Usaha dalam jangka waktu 14 hari setelah tanggal pengumuman Rancangan Penggabungan (n) POJK 7412016 (“Pendapat Hukum”).

Beban penjualan (221.827)  (184.756) (200.531) Usaha ini dilakukan, dan apabila ada keberatan kreditur maka keberatan para kreditur Dengan memperhatikan pembatasan, kualifikasi, dan asumsi dari Pendapat Hukum, Pendapat

Beban umum dan administrasi (209.757)  (174.015) (198.995) tersebut telah diselesaikan; - v ) dari Segi Hukum tersebut antara lain menyatakan:

Pendapatan operasi lainnya 34.810 26.528 57.031 d. Pernyataan Penggabungan yang diajukan SMSM dinyatakan efektif oleh OJK; dan . .

Beban operasi lainnya (9.762)  (11.598) (26.377) e. Perubahan Anggaran Dasar SMSM sehubungan dengan Penggabungan Usaha ini sudah a. Persetujuan Dewan Komisaris SMSM dan SSP

LABA USAHA 930.840 693.444 822.768 diberitahukan kepada Menkumham. Masing-masing Direksi SMSM dan SSP telah membuat Usulan Rencana Penggabungan

Penghasilan keuangan 7.266 6.438 1.672 e . . tertanggal 30 Mei 2022 yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris SMSM berdasarkan

Biaya keuangan (19.040) (18.553) (7.310) Rencana Penggabungan U§aha merupakan sebuah transaksi afiliasi sebagalr_nana dlmaksL!d Keputusan Dewan Komisaris SMSM tanggal 31 Mei 2022 dan Keputusan Dewan Komisaris

A - dalam POJK No.42/2020 dikarenakan SSP merupakan anak perusahaan dari SMSM. Lebih . N

Bagian laba neto asosiasi 3102 2.939 4912 lanjut, terdapat hubungan afiliasi berupa kesamaan pengurusan dan pengawasan dari SMSM SSP tanggal 31 Mel 2022 sesuai dengan ketentuan Pasal 7 PP 27/1998.

LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN 922168  684.268 822,042 ut, terdapat hubungan aiilz pa kesz peng peng e o

Beban pajak penghasilan (193.905)  (145.152) (183.366) dan SSP, sebagaimana diuraikan berikut ini: Direksi SMSM dan Direksi SSP secara bersama-sama telah membuat Rancangan

LABA TAHUN BERJALAN 728.263 539.116 638.676 NEmE SMSM SSP Penggabungan Usaha tertanggal 2 Juni 2022 yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris

PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN SMSM berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Perseroan tanggal 3 June 2022 dan

Pos yang tidak akan direklasifikasikan ke laba rugi: Surja Hartono Komisaris Utama Komisaris Utama Dewan Komisaris SSP Eerdasarkan Keputusan Dewan KomisariggSSP tanggal 3 June

Pengukuran kembali atas liabilitas imbalan kerja (14.492) 12.122 (24.421) Handi Hidayat Suwandi Komisaris Independen - 2022 sesuai dengan ketentuan Pasal 123 UUPT juncto Pasal 9 dan Pasal 10 PP No.

Bag;at‘r:a;;e:sg;z:‘\aslslian komprehensif lain dari 13 ) 73 Eddy Hartono Direktur Utama N 27/1998 juncto Pasal 3 dan Pasal 4 POJK No. 74/2016.

Nilai wajar investasi saham 2719 (3.283) - Ang Andri Pribadi Direktur Direktur Utama b. Ra"C?"QE" Penggabungan .

Pos yang gkan diredasiikasi ke laba gt wen e oo s Setyapranaka Direktur indspenden - Mongaanungkan D kepada MM marupakan perusahaan anak darl SVSM yang

Selisih kurs atas penjabaran akun-akun kegiatan Djojo Hartono Direktur Direktur laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan laporan keuangan SMSM yang telah

usaha luar negeri (9.920) 10.120 (2.299) Meryana Hartono _ Komisaris diaudit oleh Akuntan Publik dan dimiliki secara langsung oleh SMSM sebanyak 100%

Total (18.515) 16.292 (20.560) v (seratus persen), maka sesuai Pasal 4 ayat (2) POJK No. 74/2016 Rancangan

TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF Namun demikian berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf b (1) POJK No.42/2020, SMSM Penggabungan Usaha tidak mencakup hal-hal berikut ini:

TAHUN BERJALAN o 709.748  555.408 618.116 tidak diwajibkan melakukan prosedur sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 3 dan memenuhi 1) Informasi tata cara konversi saham SSP terhadap saham SMSM sebagai hasil

Lalt(:a 'a‘r;uln berjalan yang dapat diatribusikan ketentuan Pasal 4 ayat (1) dari POJK No. 42/2020, karena SSP merupakan perusahaan Penggabungan Usaha;

P?;:Iil?'ent\tas induk 662.041 487.742 577.502 terkendali dari SMSM, dimana 100% saham SSP dimiliki oleh SMSM. 2) Informasi keuangan proforma Perseroan hasil Penggabungan Usaha yang diperiksa
Kepentingan non-pengendali 66.222 51.374 61.154 2. Peraturan-Peraturan Terkait dengan Rencana Penggabungan Usaha akuntan publik; . . o

Total 728.263 539.116 638.676 Peraturan-peraturan yang terkait dengan rencana Penggabungan Usaha, antara lain sebagai 3) R_lngkasan laporan P_emlal mengenai penllalap saham SMS dan SSP; dan

Total penghasilan komprehensif tahun berikut: 4) Ringkasan laporan Penilai mengenai pendapat kewajaran atas Penggabungan Usaha.

berjalan yang dapat diatribusikan kepada: a) Ketentuan Perseroan Terbatas c. Perubahan Anggaran Dasar SMSM
Pemilik entitas induk . 649.568 501.369 559.951 gg Eerzss;:)gg;erbatas Dalam Penggabungan Usaha ini Anggaran Dasar SMSM akan diubah, dimana kegiatan

T Kelpentlngan non-pengendali 73833 54-28: sigﬁg 0- usaha yang selama ini dijalankan oleh SSP selaku perusahaan anak dimasukkan sebagai

otal — . - 555. - b) Ketentuan Pasar Modal kegiatan usaha SMSM dalam perubahan Anggaran Dasar SMSM. Namun demikian

Laba per saham yang dapat diatribusikan +  Undang-Undang Pasar Modal perubahan Anggaran Dasar SMSM tersebut tidak mengakibatkan adanya perubahan yang

kepada pemilik entitas induk (Rupiah penuh) 115 85 100 +  POJKNo.31/2015 material terhadap sifat SMSM hasil penggabungan usaha sebagaimana diatur Pasal 6

+  POJK No.74/2016 ayat (2) POJK No. 74/2016, dikarenakan SSP merupakan perusahaan anak yang dimiliki
;T SR?ngﬁgiﬁSKM;ANA PERKASA * POJKNo.15/2020 secara langsung oleh SMSM sebanyak 100% (seratus persen) sebagaimana dimaksud

PT Selamat Sempana Perkasa (“SSP”) didirikan di Indonesia pada tanggal 9 Maret 1990 : Egjﬁ mﬂ;gggg Pasal 4 ayat (2) POJK No. 74/2016, sehingga secara tidak langsung kegiatan usaha

berdasarkan akta Notaris Richardus Nangkih Sinulingga, S.H., No. 63. Akta Pendirian tersebut O- tgrsebut selama ini sudah dijalankan oleh SMSM melalui SSP-_ Kgglatan usaha SSP yang

telah disahkan oleh Menteri Kehakiman sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan No. c) Ketentuan Perpajakan ditambahkan dalam Anggaran Dasar SMSM tersebut pada prinsipnya bukan merupakan

C2.7133.HT.01.01-Th'91 tanggal 27 November 1991. Anggaran Dasar SSP telah mengalami . UU PPh kegiatan usaha yang belum atau akan dijalankan oleh SMSM dan hal tersebut juga bukan

beberapa kali perubahan dan terakhir dengan akta Notaris Silvy Solivan, S.H., M.Kn., No. 15 «  UUPPN merupakan pengurangan atau penggantian secara menyeluruh kegiatan usaha SMSM

tanggal 24 Juli 2020. Perubahan Anggaran Dasar tersebut telah disetujui oleh Menkumham « PP No.34/2016 sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 22 POJK No. 17/2020.

berdasarkan Keputusan No. AHU-0051535.AH.01.02.Tahun 2020 tanggal 28 Juli 2020, o . . .

didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0122076.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 28 Juli d) Ketentuan Ketenagakerjaan Oleh karenanya Rancangan Penggabungan ini tidak memuat informasi sebagaimana

2020 (“Anggaran Dasar SSP”). +  Undang-Undang Ketenagakerjaan diatur dalam Pasal 6 ayat (2) of POJK No. 74/2016, yaitu: (a) ringkasan studi kelayakan

- " erubahan kegiatan usaha utama; (b) ketersediaan tenaga ahli berkaitan dengan perubahan
2. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham e) Ketentuan Persaingan Usaha peru - . N "

Berdasarkan akta Notaris Johny Dwikora Aron, S.H., No. 20 tanggal 6 Mei 2013, para pemegang . Undang-Undang Anti Monopoli teg!a:an usat;‘a uttama,. (g) pegjelase}n‘, pertlr{lbzi:gan dan ala:an d"skﬁka"’?ya pterubahﬁn

saham SSP memutuskan untuk melakukan perubahan nilai nominal saham SSP menjadi + PP No0.57/2010 giatan usana utama; dan (d) penjelasan tentang pengaruh perubahan kegiatan usaha

Rp100 (Rupiah penuh) per lembar saham dan meningkatkan modal ditempatkan dan disetor . Peraturan KPPU No. 3/2019 utama pada kondisi keuangan SMSM.

Eenudh SNSIP ll;nen%adi Rpg4.5(_)0.000i020. Pegutl)ahag ArlgF?aran Dasa;tersbeb!.tn ;elah gilapgrﬁan f) Peraturan lainnya d. Pengendali dan Pemilik Manfaat

epada Menkumham sebagaimana tertuang dalam Surat Fenerimaan Pemberitahuan Ferubanan " : Penggabungan Usaha ini tidak akan mengakibatkan terjadinya perubahan Pengendali
i +  Undang-Undang Cipta Kerja 99 g 9 ] ya p g

ggffg;%nA[fzirggoi AHU'T\:kO’JIA.OZ'gﬁg?s dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU- 9 g. P X ! maupun Pemilik Manfaat dari SMSM, dimana Tn. Eddy Hartono akan tetap menjadi

-AR01.09 tangga el - g) Anggaran Dasar masing-masing Perusahaan Peserta Penggabungan Usaha. Pengendali SMSM sesuai ketentuan Pasal 85 POJK No. 3/2021 dan Pemilik Manfaat

Berdasarkan Anggaran Dasar SSP dan Akta Risalah Rapat SSP No. 15 tanggal 18 Mei 2022 3. Akibat Hukum Penggabungan Usaha SMSM sesuai Perpres 13/2018. Oleh karenanya dalam Rancangan Penggabungan tidak

yang dibuat oleh Johny Dwikora Aron, S.H., yang telah dilaporkan kepada Menteri Hukum
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Penerimaan
Pemberitahuan Perubahan Data PT SSP No. AHU-AH.01.09-0014225 tanggal 20 Mei 2022
dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0094047.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal
20 Mei 2022, struktur permodalan dan kepemilikan saham SSP adalah sebagai berikut:

Keterangan

Nilai Nominal Rp100 per saham
Jumlah Saham Nominal (Rp.) %

Modal Dasar

600.000.000  60.000.000.000

Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh

PT Selamat Sempurna Tbhk 445.000.000 44.500.000.000 100,00%

Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh

445.000.000 44.500.000.000 100,00%

Berdasarkan Pasal 122 Undang-Undang Perseroan Terbatas, sebagai akibat dari Penggabungan

Usaha, SSP sebagai Perusahaan yang Menggabungkan Diri akan berakhir demi hukum pada

Tanggal Efektif Penggabungan Usaha, tanpa proses likuidasi terlebih dahulu, dan oleh

karenanya:

a) seluruh aset dan liabilitas dari Perusahaan yang Menggabungkan Diri akan beralih demi
hukum kepada Perusahaan Penerima Penggabungan Usaha; dan

b) para pemegang saham dari Perusahaan yang Menggabungkan Diri akan beralih secara
hukum menjadi para pemegang saham dari Perusahaan Penerima Penggabungan Usaha.

Penggabungan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Rancangan Penggabungan Usaha
akan dilakukan oleh SMSM dan SSP dengan menandatangani Akta Penggabungan Usaha
dan dengan mengubah Anggaran Dasar SMSM, dimana kedua dokumen tersebut harus
dilaporkan dan diserahkan kepada Menkumham untuk didaftarkan dalam Daftar Perseroan.

terdapat informasi mengenai calon Pengendali SMSM maupun informasi singkat mengenai
analisis dan pembahasan manajemen tentang SMSM dan SSP yang akan melakukan
Penggabungan Usaha sebagaimana dimaksud dalam 7 POJK No. 74/2016.

e. Transaksi Afiliasi dan Ti i K

Walaupun Rencana Penggabungan tersebut dapat dikategorikan sebagai Transaksi Afiliasi
atau Transaksi Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan POJK
No. 42/2020, namun sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf (b) juncto Pasal 12 ayat (1)
huruf (c) (1) POJK No. 42/2020 pelaksanaan Rencana Penggabungan tersebut merupakan
transaksi yang tidak diwajibkan melakukan prosedur yang ditetapkan dalam Pasal 3, Pasal
4 ayat (1), dan Pasal 11 ayat (1) POJK No. 42/2020 maupun melakukan RUPS yang diatur
dalam Pasal 20 POJK No. 74/2016, karena merupakan transaksi antara SMSM dengan
Perusahaan Terkendali yang 100% sahamnya dimiliki oleh SMSM.

1) PT Bank Central Asia Tbk (“BCA”) berdasarkan Surat BCA No. 40379/GBK/2022
tanggal 27 April 2022;

2) PT Bank Mizuho Indonesia (“Bank Mizuho”) berdasarkan Surat Bank Mizuho tanggal
17 Mei 2022; dan
3) PT Bank CIMB Niaga (“CIMB Niaga”) berdasarkan Surat CIMB Niaga No.

095/TO/CBTIV/V/22 tanggal 30 Mei 2022.

SSP tidak memiliki pinjaman bank dan oleh karenanya tidak terdapat ketentuan-ketentuan
dalam perjanjian kredit yang membatasi atau melarang SSP untuk melaksanakan Rencana
Penggabungan (negative covenant).

Dalam hal terdapat keberatan kreditor atas Rencana Penggabungan tersebut, maka sesuai
ketentuan Pasal 127 ayat (4), (5), (6) dan (7) UU Perseroan Terbatas, keberatan tersebut
harus disampaikan oleh para kreditor kepada SMSM dan SSP paling lambat 14 hari setelah
tanggal pengumuman Rancangan Penggabungan dan selama keberatan kreditor tersebut
belum diselesaikan, maka Rencana Penggabungan tidak dapat dilaksanakan.

i. Pemegang Saham yang Tidak Setuju
Berdasarkan ketentuan Pasal 62 UU Perseroan Terbatas, setiap pemegang saham SMSM
yang tidak menyetujui Rencana Penggabungan berhak untuk meminta kepada SMSM
agar sahamnya dibeli dengan harga wajar. Sesuai ketentuan Pasal 126 ayat (3) UU
Perseroan Terbatas pelaksanaan hak pemegang saham yang tidak menyetujui Rencana
Penggabungan tersebut tidak menghentikan proses pelaksanaan Rencana Penggabungan
tersebut.

Pembelian saham dari pemegang saham yang tidak menyetujui Rencana Penggabungan
tersebut akan ditetapkan dalam RUPS SMSM dan pelaksanaannya akan dilakukan oleh
SMSM setelah RUPS Perseroan dalam rangka Rencana Penggabungan ini dilaksanakan.

j. Masalah Ketenagakerjaan

Sesuai dengan Rancangan Penggabungan yang dibuat oleh Direksi SMSM dan SSP,
dalam Rencana Penggabungan ini tidak terdapat rencana pemutusan hubungan kerja
karyawan-karyawan SMSM maupun SSP. Dalam rangka Rencana Penggabungan tersebut
hubungan kerja karyawan SSP akan dialihkan kepada SMSM, dengan tetap memperhatikan
ketentuan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku dalam hal
terdapat karyawan yang tidak ingin melanjutkan hubungan kerja tersebut atau ingin
mengundurkan diri.

k. Prasyarat dan Hal-Hal yang Harus Dil dalam P Usaha
Rencana Penggabungan dilaksanakan dengan memperhatikan hal-hal berikut ini:
Penyataan efektif OJK atas Rencana Penggabungan sesuai Pasal 16 POJK No.
74/2016;
Persetujuan RUPS SMSM dan SSP sesuai dengan anggaran dasar masing-masing
perusahaan dan ketentuan Pasal 127 ayat (1) UU Perseroan Terbatas juncto Pasal
6 PP No. 27/1998 juncto Pasal 17 POJK No. 74/2016);
Penandatanganan Akta Penggabungan sesuai ketentuan Pasal 128 ayat (1) UU
Perseroan Terbatas juncto Pasal 13 ayat (2) PP No. 27/1998;
Persetujuan Menkumham atas perubahan Anggaran Dasar SMSM sehubungan dengan
Penggabungan Usaha dan pencatatan Akta Penggabungan dalam Daftar Perseroan
sesuai ketentuan Pasal 129 ayat (1) huruf (a) juncto Penjelasan Pasal 133 UU
Perseroan Terbatas;
Pengumuman hasil Penggabungan oleh Direksi SMSM dalam 1 surat kabar atau lebih
dalam jangka waktu 30 hari sejak tanggal berlakunya Penggabungan Usaha sesuai
Pasal 133 ayat (1) UU Perseroan Terbatas juncto Pasal 34 ayat (1) PP No. 27/1998;
Laporan hasil Penggabungan Usaha oleh SMSM kepada OJK paling lambat 5 hari
kerja setelah tanggal efektifnya Penggabungan Usaha sesuai Pasal 22 POJK No.
74/2016.

i dari F Usaha

Dengan efektifnya Penggabungan Usaha, maka SSP selaku Perusahaan yang
Menggabungkan Diri akan berakhir demi hukum tanpa dilakukan likuidasi terlebih dahulu,
di mana akibat hukum atas hal tersebut adalah:

1) Seluruh aktiva dan pasiva SSP akan beralih demi hukum kepada SMSM selaku
Perusahaan yang Menerima Penggabungan Usaha;

SMSM akan menggantikan kedudukan SSP dan mengambil alih hak dan kewajiban
PT SSP terhadap pihak ketiga yang timbul sehubungan dengan kegiatan usaha dan
operasional SSP; dan

SSP selaku Perusahaan yang Menggabungkan Diri akan berakhir karena hukum
terhitung sejak tanggal Penggabungan Usaha mulai berlaku, yaitu sejak tanggal
persetujuan Menkumham atas perubahan Anggaran Dasar SMSM dan pencatatan
Akta Penggabungan dalam Daftar Perseroan.
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m. Notifikasi Terkait Peraturan Praktik M Per Usaha Tidak
Sehat

Berdasarkan Pasal 7 PP No. 57/2010 juncto Pasal 6 Peraturan KPPU No. 3/2019,
pelaksanaan Rencana Penggabungan oleh SMSM dan SSP dikecualikan dari kewajiban
menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada KPPU dalam jangka waktu 30 hari kerja
sejak tanggal berlaku efektifnya Penggabungan Usaha secara yuridis, dikarenakan
Penggabungan Usaha tersebut dilakukan antara perusahaan yang terafiliasi, dalam hal

ini antara 2 perusahaan yang mengendalikan atau dikendalikan secara langsung.

3. Struktur Kepemilikan F dan F
Struktur kepemilikan Perusahaan Penerima Penggabungan per 30 Mei 2022 sebelum Penggabungan
adalah sebagai berikut:

Struktur Kepemilikan Sebelum Penggabungan

Nilai Nominal Rp25 per saham

Keterangan

Jumlah Saham Nominal (Rp.) %
Modal Dasar 8.000.000.000  200.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
PT Adrindo IntiPerkasa 2.910.392.136 72.759.803.400  50,54%
Masyarakat (masing-masing dibawah 5%) 2.848.283.304 71.207.082.600  49,46%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 5.758.675.440  143.966.886.000 100,00%

Sedangkan struktur kepemilikan Perusahaan Penerima Penggabungan setelah Penggabungan
adalah sesuai dengan Daftar Pemegang Saham SMSM per 30 April 2022 sebagai berikut (dengan
asumsi tidak ada pemegang saham SMSM yang tidak setuju yang akan menjual saham yang
dimilikinya):

Struktur Kepemilikan Setelah Penggabungan

Nilai Nominal Rp25 per saham
Jumlah Saham Nominal (Rp.) %
8.000.000.000  200.000.000.000

Keterangan

Modal Dasar
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh

PT Adrindo IntiPerkasa 2.910.392.136 72.759.803.400  50,54%
Masyarakat (masing-masing dibawah 5%) 2.848.283.304 71.207.082.600  49,46%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 5.758.675.440  143.966.886.000 100,00%

Mengingat pada saat akan dilaksanakannya Penggabungan, SMSM telah memiliki 100% saham
dalam SSP, maka tidak terdapat pemegang saham SSP yang menjadi pemegang saham di SMSM
setelah Tanggal Efektif Penggabungan.

f gan Akan F
Penggabungan Usaha

Dan Metode Akuntansi Untuk Rencana

1) Transaksi Pihak Terafiliasi

Walaupun Rencana Penggabungan tersebut dapat dikategorikan sebagai Transaksi Afiliasi
atau Transaksi Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan POJK No.
4212020, namun sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf (b) juncto Pasal 12 ayat (1) huruf
(c) (1) POJK No. 42/2020 pelaksanaan Rencana Penggabungan tersebut merupakan transaksi
yang tidak diwajibkan melakukan prosedur yang ditetapkan dalam Pasal 3, Pasal 4 ayat (1),
dan Pasal 11 ayat (1) POJK No. 42/2020 maupun melakukan RUPS yang diatur dalam Pasal
20 POJK No. 74/2016, karena merupakan transaksi antara SMSM dengan Perusahaan
Terkendali yang 100% sahamnya dimiliki oleh SMSM.

Tanggal Efektif Transaksi dari Rencana Penggabungan

Pelaksanaan Rencana Penggabungan ini akan mengubah maksud dan tujuan SMSM yang
tercantum dalam Anggaran Dasar SMSM, dan karenanya sesuai Penjelasan Pasal 22 POJK
No. 74/2016 juncto Penjelasan Pasal 133 UU Perseroan Terbatas Penggabungan Usaha
SMSM dan SSP berlaku efektif sejak tanggal persetujuan Menkumham atas perubahan
Anggaran Dasar SMSM tersebut.
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Perlakuan Akuntansi pada Rencana Penggabungan

Sebagai perusahaan peserta Penggabungan, SMSM dan SSP, secara mayoritas dimiliki oleh
pemegang saham yang sama, PT Adrindo IntiPerkasa, perusahaan peserta Penggabungan
Usaha secara efektif dikategorikan sebagai Entitas Sepengendali (Entities under Common
Control), oleh karena itu, penggabungan usaha ini dilakukan dengan menggunakan metode
penyatuan kepentingan (poofing of interest method).

Dalam menerapkan metode penyatuan kepentingan, aset dan kewajiban Perusahaan Yang
Menggabungkan Diri pada tanggal penggabungan dicatat dalam laporan keuangan Perusahaan
Penerima Penggabungan dengan menggunakan nilai buku. Selisih antara jumlah yang
dibukukan sebagai modal saham yang diterbitkan dengan jumlah modal saham yang diperoleh,
harus disesuaikan terhadap ekuitas. Goodwill atau goodwil! negatif tidak diakui. Transaksi
antar perusahaan dieliminasi.

Rencana penggabungan SMSM dan SSP berdasarkan PSAK 38 paragraf 10-17, di mana
kombinasi bisnis entitas sepengendali dicatat dengan menggunakan metode penyatuan
kepemilikan di mana aset dan liabilitas yang diperoleh dari kombinasi bisnis dicatat oleh
pengakuisisi pada jumlah tercatatnya. Selisih antara jumlah imbalan yang dialihkan dan jumlah
tercatat disajikan sebagai tambahan modal disetor dan tidak direklasifikasi ke laba rugi ketika
hilang sepengendalian. Metode penyatuan kepemilikan diterapkan seolah-olah entitas telah
bergabung sejak periode di mana entitas yang bergabung berada dalam sepengendalian.
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Perlakuan Perpajakan atas Rencana Penggabungan

a) Pajak Penghasilan Badan

»  Berdasarkan UU PPh, keuntungan karena pengalihan harta termasuk karena penggabungan
dan peleburan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apa pun
merupakan penghasilan yang dikenakan Pajak Penghasilan. Keuntungan yang diterima
oleh perusahaan yang mengalihkan harta, akan digabungan dengan penghasilan lainnya
dan akan dikenakan pajak sebesar 22% (tarif 22% berlaku sejak tahun pajak 2020) dari
penghasilan usaha kena pajak pada perhitungan Pajak Penghasilan Badan.

+ Pasal 10 ayat 3 UU PPh mengatur bahwa nilai perolehan atau pengalihan harta yang
dialihkan dalam rangka likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan,
atau pengambilalihan usaha adalah jumlah yang seharusnya dikeluarkan atau diterima
berdasarkan harga pasar, kecuali ditetapkan lain oleh Menkeu.

+  Berdasarkan PMK No. 52/PMK.010/2017, Waijib Pajak menggunakan nilai pasar atas
pengalihan harta dalam rangka penggabungan. Namun peraturan tersebut mengijinkan
Waijib Pajak untuk menggunakan nilai buku atas pengalihan harta dalam rangka
penggabungan, peleburan, pemekaran, atau pengambilalihan usaha, setelah mendapatkan
persetujuan Dirjen Pajak.

+ Penggabungan usaha yang dapat menggunakan nilai buku termasuk penggabungan dari
dua atau lebih Wajib Pajak badan dalam negeri yang modalnya terbagi atas saham dengan
cara mengalihkan seluruh harta dan kewajiban kepada salah satu Wajib Pajak (badan)
yang tidak mempunyai sisa kerugian fiskal atau mempunyai sisa kerugian fiskal yang lebih
kecil dan membubarkan Wajib Pajak (badan) yang mengalihkan harta dan kewajiban
tersebut.

* Wajib Pajak yang melakukan pengalihan atau menerima pengalihan harta dalam rangka
penggabungan usaha dengan menggunakan nilai buku wajib memenuhi syarat sebagai
berikut:

(a) Mengajukan permohonan kepada Dirjen Pajak paling lama 6 (enam) bulan setelah
tanggal efektif penggabungan usaha dilakukan, dengan melampirkan alasan dan
tujuan melakukan penggabungan usaha;

(b) Memenuhi persyaratan tujuan bisnis (business purpose test); dan

(c) Memperoleh surat keterangan fiskal dari Dirjen Pajak untuk tiap Wajib Pajak (badan)
dalam negeri terkait.

+ Persyaratan tujuan bisnis (business purpose test) terpenuhi apabila:

(a) Tujuan utama dari penggabungan usaha yaitu untuk menciptakan sinergi usaha yang
kuat dan memperkuat struktur permodalan serta tidak dilakukan untuk penghindaran
pajak;

(b) Kegiatan usaha wajib pajak yang mengalihkan harta masih berlangsung sampai
dengan tanggal efektif dari penggabungan usaha;

(c) Kegiatan usaha Wajib Pajak yang mengalihkan harta sebelum penggabungan usaha
terjadi, wajib dilanjutkan oleh Wajib Pajak yang menerima pengalihan harta paling
singkat 5 (lima) tahun setelah tanggal efektif penggabungan usaha;

(d) Kegiatan usaha Wajib Pajak yang menerima harta dalam rangka penggabungan usaha
tetap berlangsung paling singkat 5 (lima) tahun setelah tanggal efektif penggabungan
usaha; dan

(e) Harta berupa aktiva tetap yang dimiliki oleh Wajib Pajak yang menerima harta yang
berasal dari penggabungan usaha tidak dipindahtangankan oleh Wajib Pajak yang
menerima harta paling singkat 2 (dua) tahun setelah tanggal efektif penggabungan
usaha kecuali pemindahtanganan tersebut dilakukan untuk tujuan peningkatan efisiensi
perusahaan.

* Harta yang dapat diajukan permohonan untuk menggunakan nilai buku merupakan harta
yang telah dialihkan pada tanggal efektif penggabungan usaha. Nilai buku yang dimaksud
merupakan nilai buku pada tanggal efektif penggabungan usaha.

+ Permohonan penggunaan nilai buku diajukan oleh Wajib Pajak yang menerima harta
dalam hal penggabungan usaha.

» Dirjen Pajak menerbitkan keputusan persetujuan atau penolakan atas permohonan Wajib
Pajak paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan secara
lengkap. Apabila dalam jangka waktu tersebut Dirjen Pajak belum menerbitkan keputusan,
terhadap permohonan Waijib Pajak dianggap disetujui.

+ Waijib Pajak yang menerima harta dengan menggunakan nilai buku, tidak boleh
mengkompensasikan kerugian/sisa kerugian dari Wajib Pajak (badan) yang mengalihkan
harta dalam rangka penggabungan usaha.

*  Wajib Pajak yang menerima pengalihan harta dalam rangka penggabungan usaha mencatat
nilai perolehan harta tersebut sesuai nilai buku sebagaimana tercantum dalam pembukuan
pihak yang mengalihkan. Nilai buku sebagaimana dimaksud adalah:

(a) Nilai perolehan dikurangi akumulasi penyusutan atau akumulasi amortisasi, untuk
harta yang dilakukan penyusutan atau amortisasi; atau

(b) Nilai perolehan untuk harta yang tidak dilakukan penyusutan atau amortisasi.

« Penyusutan atau amortisasi atas harta yang diterima dilakukan berdasarkan masa manfaat
yang tersisa sebagaimana tercantum dalam pembukuan pihak yang mengalihkan harta.

+ Dalam hal terdapat utang piutang antara Wajib Pajak yang melakukan pengalihan harta
dan Wajib Pajak yang menerima pengalihan harta dalam rangka penggabungan usaha,
pencatatannya dilakukan dengan cara saling hapus (offset) serta tidak diakui adanya
pendapatan atas penghapusan utang dan biaya atas penghapusan piutang.

+ Dalam hal penggabungan usaha dilakukan dalam tahun pajak berjalan, jumlah angsuran
Pajak Penghasilan Pasal 25 Wajib Pajak yang menerima harta setelah penggabungan
usaha tidak lebih kecil dari penjumlahan angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 dari seluruh
Wajib Pajak yang terkait sebelum penggabungan usaha. Ketentuan tersebut berlaku
sampai dengan kewajiban pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan disampaikan untuk
tahun pajak dilakukannya penggabungan usaha.

+  Terhadap hak dan kewajiban perpajakan dari Wajib Pajak yang mengalihkan harta dalam
rangka penggabungan usaha untuk masa pajak, bagian tahun pajak, dan/atau tahun pajak
sebelum dilakukannya penggabungan usaha, beralih kepada Waijib Pajak yang menerima
pengalihan harta dalam rangka penggabungan usaha.

Berdasarkan peraturan perpajakan di atas, dapat disimpulkan bahwa Perusahaan Yang
Menggabungkan Diri akan dikenakan pajak penghasilan apabila memperoleh keuntungan
atas pengalihan harta dalam rangka Penggabungan Usaha. Lebih lanjut, Perusahaan Penerima
Penggabungan Usaha dapat menggunakan nilai buku atas pengalihan harta dalam rangka
penggabungan usaha setelah mendapatkan persetujuan Dirjen Pajak dan sepanjang persyaratan-
persyaratan sebagaimana diatur dalam PMK No.52/PMK.010/2017 telah dipenuhi.

b) Pajak Pertambahan Nilai (“PPN”)
Pasal 1A ayat 2 UU PPN mengatur bahwa pengalihan barang kena pajak dalam rangka
penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, dan pengambilalihan usaha tidak termasuk
dalam pengertian penyerahan barang kena pajak, sehingga dikecualikan dari pengenaan
PPN, dengan syarat pihak yang melakukan pengalihan dan yang menerima pengalihan adalah
pengusaha kena pajak.



Pajak Penghasilan Final dan Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan (“BPHTB”)

Dalam hal pengalihan harta dalam rangka penggabungan usaha tersebut terdapat pengalihan tanah dan/atau bangunan, maka pengalihan tersebut akan

menimbulkan implikasi bagi kedua belah pihak, sebagai berikut:

+ Bagi pihak yang mengalihkan tanah dan/atau bangunan akan dikenakan Pajak Penghasilan bersifat final sebesar 2,5% dari jumlah bruto nilai pengalihan
tanah dan/atau bangunan.

+ Bagi pihak yang menerima hak tanah dan/atau bangunan akan dikenakan BPHTB sebesar 5% dari jumlah bruto nilai pengalihan tanah dan/atau bangunan
atau Nilai Jual Objek Pajak, mana yang lebih tinggi dan setelah dikurangi dengan Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak.

Hal-hal lain terkait pajak
SSP, sebagai Perusahaan yang Menggabungkan Diri, harus mencabut NPWP-nya. Pencabutan NPWP akan diberikan setelah Direktur Jenderal Pajak melakukan
sebuah audit pajak atas lima tahun pajak terakhir dari SSP.

Hak-hak Karyawan

Sebagai bagian dari tujuan Penggabungan Usaha, diharapkan seluruh karyawan dari Perusahaan Peserta Penggabungan Usaha akan bersedia untuk menjadi
karyawan Perusahaan Penerima Penggabungan Usaha. Perusahaan Penerima Penggabungan Usaha akan menaati segala peraturan, ketentuan dan kebijakan
yang menyangkut karyawan sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang berlaku.

Persyaratan kerja dan kebijakan sumber daya manusia dari Perusahaan Yang Menggabungkan Diri tidak akan berubah sampai dengan Tanggal Efektif Penggabungan
Usaha. Penempatan karyawan Perusahaan Yang Menggabungkan Diri dalam Perusahaan Penerima Penggabungan Usaha akan disesuaikan dengan struktur
organisasi dan strategi bisnis Perusahaan Penerima Penggabungan Usaha. Semua karyawan akan diperlakukan dengan wajar dan adil oleh Perusahaan Penerima
Penggabungan Usaha tanpa melihat apakah karyawan pada awalnya dipekerjakan oleh SMSM atau SSP.

Bagi karyawan yang memilih untuk tidak bergabung ke dalam Perusahaan Penerima Penggabungan Usaha akan diminta untuk menandatangani surat pengunduran
diri dengan tanggal efektif yang sama dengan Tanggal Efektif Penggabungan Usaha dan berhak untuk mendapatkan pembayaran kompensasi sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hak-hak Pemegang Saham SMSM

MEDIA
INDONESIA

NU SAN TARA SENIN, 6 JUNI 2022

LOMBA
KICAUAN
BURUNG
PERKUTUT:
Warga mengamati
kicauan burung
perkutut dalam
tiang sangkar saat
penyelenggaraan
Lomba Burung

Sesuai dengan Pasal 62 ayat (1) UU Perseroan Terbatas, setiap pemegang saham berhak untuk meminta kepada SMSM untuk membeli kembali sahamnya dengan Perkutut KG PAA
harga yang wajar apabila yang bersangkutan tidak menyetujui Penggabungan Usaha.

Pembelian kembali saham tersebut harus dilakukan dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 37 ayat (1) UU Perseroan Terbatas yang menyatakan bahwa PakU Alam CUp
pembelian kembali saham tersebut tidak menyebabkan nilai kekayaan bersih SMSM menjadi lebih kecil dari jumlah modal ditempatkan ditambah cadangan waijib VIII dl AIun-AIun

dan jumlah nilai nominal seluruh saham yang dibeli kembali oleh SMSM tidak boleh melebihi 10% dari modal ditempatkan SMSM. Para pemegang saham SMSM

akan memberikan kewenangan kepada Direksi SMSM untuk menentukan tata cara dan pelaksanaan proses tersebut. Se|atan, Yogya ka rta’

Para pemegang saham publik SMSM yang diberikan kesempatan untuk meminta agar sahamnya dibeli oleh SMSM adalah mereka yang: (i) namanya tercatat
dalam Daftar Pemegang Saham SMSM pada tanggal 05 Juli 2022 yaitu satu hari kerja sebelum tanggal pemanggilan RUPS; (ii) telah memberikan suara tidak
setuju dalam RUPS; dan (iii) telah menyampaikan formulir pernyataan kehendak untuk menjual saham kepada SMSM pada hari RUPS paling lambat pada pukul
16.00 WIB. Apabila terdapat pemegang saham SMSM yang meminta sahamnya dibeli oleh SMSM, namun (i) namanya tidak tercatat dalam Daftar Pemegang
Saham SMSM pada tanggal 05 Juli 2022; atau (i) bukan merupakan pemegang saham yang tidak setuju sebagaimana tercatat dalam pemungutan suara saat
RUPS; atau (iii) tidak menyampaikan formulir pernyataan kehendak untuk menjual saham kepada SMSM pada hari RUPS paling lambat pada pukul 16.00 WIB,
maka pemegang saham tersebut tidak berhak untuk meminta sahamnya dibeli oleh SMSM. Pemegang saham yang mengajukan pembelian saham diminta untuk
menunjukkan bukti kepemilikannya yang sah atas saham SMSM dan bukti yang cukup bahwa Penggabungan tersebut merugikan pemegang saham yang
bersangkutan dan merugikan SMSM.

Setiap pemegang saham SMSM yang tidak setuju akan diberi kesempatan untuk menjual saham-sahamnya kepada SMSM dan SMSM akan membeli saham
mereka dengan harga pembelian kembali saham yang ditentukan sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf (a) POJK No.30/2017, yaitu paling tinggi sebesar harga
rata-rata dari harga penutupan perdagangan harian di BEI selama 90 (sembilan puluh) hari terakhir sebelum tanggal pembelian kembali saham oleh SMSM.

Hak-hak dan Kewajiban kepada Pihak Ketiga

1. Pihak Ketiga dalam Perjanjian
Semua perjanjian atau kontrak dengan setiap pihak ketiga yang telah ditandatangani oleh Perusahaan Yang Menggabungkan Diri akan beralih demi hukum
kepada Perusahaan Penerima Penggabungan pada Tanggal Efektif Penggabungan atau Perusahaan Penerima Penggabungan dapat mengakhiri hubungan
kontraktual dengan pihak ketiga tersebut. Dengan demikian, Perusahaan Penerima Penggabungan akan menggantikan posisi Perusahaan Yang Menggabungkan
Diri sebagai pihak dan akan menerima semua hak-hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan terhadap perjanjian-perjanjian atau kontrak-kontrak, kecuali
perjanjian-perjanjian atau kontrak-kontrak tersebut menegaskan sebaliknya.

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, SMSM dan SSP telah menandatangani perjanjian-perjanjian material dengan pihak lain. Perjanjian-perjanjian material
tersebut tidak memuat pembatasan bagi SMSM dan SSP untuk melakukan Penggabungan, kecuali perjanjian kredit bank antara SMSM dan BCA, Bank Mizuho
dan CIMB Nlaga. Sehubungan dengan Penggabungan Usaha tersebut SMSM telah memperoleh persetujuan tertulis dari bank-bank berikut ini:
1) BCA berdasarkan Surat No. 40379/GBK/2022 tanggal 27 April 2022;

2) Bank Mizuho berdasarkan Surat tanggal 17 Mei 2022; dan

3) CIMB Niaga berdasarkan Surat No. 095/TO/CBTIV/V/22 tanggal 30 Mei 2022.

Kreditur
Berdasarkan Pasal 127 ayat (4) UUPT, para kreditur dari masing-masing Perusahaan Peserta Penggabungan Usaha dapat mengajukan keberatan atas rencana
Penggabungan sampai dengan 14 (empat belas) hari sejak diumumkannya ringkasan Rancangan Penggabungan Usaha (“Batas Waktu Pernyataan Keberatan”).

Keberatan-keberatan dari kreditur akan diselesaikan hingga waktu RUPS. Apabila sampai dengan batas waktu RUPS keberatan-keberatan dari kreditur belum
dapat diselesaikan, maka Penggabungan Usaha tidak dapat diteruskan.

Tidak adanya keberatan tertulis dari para kreditur SMSM dan SSP akan dianggap sebagai persetujuan atas Penggabungan Usaha oleh para kreditur tersebut.

. KETERANGAN TERKAIT PERUSAHAAN PENERIMA PENGGABUNGAN

Per Penerima F
Nama Perusahaan Penerima Penggabungan adalah PT Selamat Sempurna Tbk (“SMSM”)

. Visi dan Misi

Visi:
Menjadi perusahaan kelas dunia dalam industri komponen otomotif
Misi:
Peningkatan berkesinambungan dalam memenuhi semua persyaratan melalui kecemerlangan dalam proses transformasi terbaik
Strategi Usaha
SMSM akan terus tumbuh dengan strategi usaha sebagai berikut:
+ memperkuat daya saing utama produk-produk SMSM terutama dalam hal kualitas, harga jual dan ketepatan waktu pengiriman;
* Meningkatkan kapasitas SMSM dan membangun posisi sebagai pemimpin pasar untuk menangkap pertumbuhan komponen otomotif yang kuat baik di pasar
domestik maupun internasional;
berfokus pada diferensiasi, dengan mengembangkan portofolio produk SMSM untuk memenuhi kebutuhan pelanggan;
Mengembangkan keunggulan bahan baku untuk meningkatkan daya saing biaya;
Mengembangkan dan membina sumber daya manusia SMSM;
Terus menguatkan dan memanfaatkan keunggulan SMSM untuk menjaga hubungan baik dengan pemangku kepentingan;
mempercepat otomatisasi, tidak hanya membuat proses produksi menjadi lebih cepat, lebih akurat dan lebih produktif, namun juga memungkinkan SMSM untuk
menghilangkan kegiatan yang tidak bernilai tambah, sehingga memberdayakan karyawan SMSM untuk fokus pada prioritas yang penting;
mendorong efisiensi pada seluruh lini proses bisnis untuk memperkuat laba bersih SMSM;
Meraih standar terbaik operasional, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan;
meningkatkan program keberlanjutan di bawah kerangka kerja keberlanjutan dalam segala aspek dan mengaitkannya dengan pertumbuhan berkelanjutan.

. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham setelah Penggabungan

Setelah Penggabungan efektif, dengan asumsi tidak ada pemegang saham SMSM yang tidak setuju yang akan menjual saham miliknya, struktur permodalan dan
komposisi pemegang saham dari Perusahaan Penerima Penggabungan adalah sesuai dengan Daftar Pemegang Saham per 30 April 2022 sebagai berikut:

Struktur Kepemilikan Setelah Penggabungan

Nilai Nominal Rp25 per saham
Keterangan

Jumlah Saham
8.000.000.000

Nominal (Rp.)
200.000.000.000

Modal Dasar
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
PT Adrindo IntiPerkasa
Masyarakat (masing-masing dibawah 5%)

2.910.392.136
2.848.283.304

5.758.675.440

72.759.803.400
71.207.082.600

143.966.886.000

50,54%
49,46%

100,00%

Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh

Pengurusan dan Pengawasan
Manajemen sedang membahas susunan Dewan Komisaris dan Direksi setelah Tanggal Efektif Penggabungan Usaha yang akan dikonfirmasikan dan diberitahukan
kepada OJK secara terpisah dan diumumkan kepada publik.

Perubahan atas Anggaran Dasar SMSM i Per Penerima F
Anggaran Dasar SMSM sebagai Perusahaan Penerima Penggabungan Usaha akan mengalami perubahan, yaitu antara lain pada Pasal 3 mengenai maksud dan
tujuan serta kegiatan usaha. Perubahan-perubahan tersebut merupakan perubahan atas Anggaran Dasar yang harus diberitahukan kepada Kemenhumkam.

. Analisa Manajemen

Analisa Manajemen terkait Keuntungan, Tantangan dan Prospek dari Penggabungan. Berikut adalah keuntungan, tantangan, dan prospek dari penggabungan:
1. Keuntungan:

a. Penggabungan SMSM dengan SSP akan mengintegrasikan proses produksi secara keseluruhan, meningkatkan sinergi pengadaan, mengintegrasikan
aspek keuangan termasuk proses akuntansi, perpajakan dan struktur permodalan yang pada akhirnya akan meningkatkan kinerja operasional dan finansial
sehingga menciptakan perusahaan yang lebih sinergis, kuat dan lebih efisien;

Penggabungan akan menciptakan perusahaan yang lebih terintegrasi secara vertikal dengan portofolio produk yang lebih beragam. Kombinasi ini akan
menciptakan perusahaan dengan kapasitas produksi dan aset yang lebih kuat dan mampu bersaing, dengan profitabilitas yang lebih stabil;
Keberadaan SSP selaku badan hukum yang terpisah menimbulkan berbagai transaksi antar perusahaan seperti: (i) penagihan biaya antar perusahaan
(intercompany charges) dan (i) penempatan karyawan. Penggabungan akan menghapuskan duplikasi aktivitas serta beban administrasi tambahan tersebut
dan meningkatkan efisiensi. Selain itu, penggabungan SMSM dan SSP diharapkan akan menciptakan efisiensi kegiatan administrasi yang lebih baik terkait
transaksi antar-perusahaan dan biaya-biaya pelaporan antara lain audit dan aktuaria. Penggabungan juga akan menciptakan pemanfaatan sumber daya
yang lebih optimal terkait kepengurusan/ manajemen, karyawan dan permodalan khususnya bagi SSP.

Peningkatan efisiensi dan efektivitas kegiatan operasional Perusahaan Penerima Penggabungan akan menguntungkan seluruh pemangku kepentingan
termasuk pemegang saham publik dari SMSM.

2. Risiko & Mitigasi:

a. Terdapat potensi peningkatan beban biaya investasi dan operasional sebagai akibat dari penyesuaian kebijakan sistem dan infrastruktur penggabungan
usaha;

Proses integrasi sistem seperti teknologi informasi dan sistem informasi manajemen memakan waktu lebih lama dari yang diperkirakan;
Kepastian untuk mempertahankan para pegawai kunci tidak dapat ditentukan dan kehilangan dari para pegawai kunci dapat mengganggu operasional
perusahaan

. Penegasan Penerimaan Peralihan Segala Hak dan Kewajiban

V.

Sesuai dengan Pasal 11 PP N0.27/1998, SMSM sebagai Perusahaan Penerima Penggabungan Usaha dengan ini menegaskan bahwa SMSM bersedia untuk
menerima dan mengambil alih seluruh kegiatan usaha, operasi, aset-aset dan kewajiban-kewajiban, juga ekuitas SSP sebagai akibat dari rencana Penggabungan
Usaha.

REKOMENDASI DARI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang sifatnya material dan dijelaskan dalam Rancangan Penggabungan Usaha ini, maka Direksi dan Dewan Komisaris
SMSM dan SSP merekomendasikan untuk menggabungkan SSP ke dalam SMSM.

Penggabungan Usaha dilakukan dengan memperhatikan kepentingan Perusahaan Peserta Penggabungan Usaha, pelanggan, masyarakat, konsolidasi industri yang
sejalan dengan visi pemerintah dan persaingan sehat dalam melakukan usaha, serta jaminan tetap terpenuhinya hak-hak pemegang saham publik dan karyawan.

Sebagai konsekuensi dari rencana Penggabungan Usaha, maka pada Tanggal Efektif Penggabungan SSP demi hukum akan berakhir tanpa adanya likuidasi terlebih
dahulu. Semua aset-aset dan sisa liabilitas SSP akan demi hukum beralih ke SMSM.

Penggabungan Usaha ini direncanakan akan berlaku efektif sejak tanggal persetujuan Menkumham atas perubahan Anggaran Dasar SMSM tersebut.

Direksi dan Dewan Komisaris dari SMSM dan SSP berpendapat bahwa rencana Penggabungan Usaha akan meningkatkan nilai dari Perusahaan Penerima Penggabungan
Usaha dan oleh sebab itu menguntungkan bagi seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemegang saham publik SMSM.

Dengan memperhatikan Rancangan Penggabungan ini, Direksi dan Dewan Komisaris SMSM dan SSP dengan ini merekomendasikan kepada masing-masing pemegang
saham mereka untuk menyetujui rencana Penggabungan Usaha sebagaimana diusulkan dalam RUPS.

V.
1.

PERSYARATAN RUPS DAN KETENTUAN PEMUNGUTAN SUARA

RUPS SMSM
Pemegang saham SMSM yang berhak untuk hadir pada RUPS SMSM adalah pemegang saham yang terdaftar pada daftar pemegang saham SMSM pada tanggal
05 Juli 2022.

Dalam RUPS SMSM, SMSM akan meminta persetujuan dari para pemegang saham SMSM atas agenda antara lain, yaitu rencana penggabungan usaha SMSM
dengan SSP beserta dokumen transaksi yang diperlukan, termasuk dokumen Rancangan Penggabungan dan konsep Akta Penggabungan antara SMSM dan SSP
serta perubahan Anggaran Dasar SMSM.

RUPS SMSM akan dilaksanakan pada 28 Juli 2022. RUPS SMSM untuk menyetujui Penggabungan harus dihadiri oleh paling sedikit % (tiga per empat) bagian
dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh lebih dari % (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir
dalam RUPS.

Dalam hal kuorum RUPS pertama tersebut tidak terpenuhi, maka RUPS kedua dapat mengambil keputusan apabila dihadiri oleh pemegang saham SMSM yang
mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh lebih dari % (tiga per empat) bagian
dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam RUPS tersebut.

Dalam hal kuorum RUPS kedua tersebut tidak terpenuhi, maka atas permohonan SMSM, kuorum kehadiran dan keputusan untuk RUPS ketiga ditetapkan oleh
OJK.
RUPS SSP

Dalam RUPS SSP, SSP akan meminta persetujuan dari para pemegang saham SSP atas Rancangan Penggabungan dan konsep Akta Penggabungan antara
SMSM dan SSP.

Selanjutnya, berdasarkan Anggaran Dasar SSP, RUPS untuk menyetujui Penggabungan Usaha: (i) harus dihadiri oleh para pemegang saham yang bersama-sama

mewakili paling sedikit % (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan (ii) keputusan tersebut harus disetujui oleh para
pemegang saham yang bersama-sama mewakili paling sedikit % (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh hak suara yang hadir dalam RUPS.
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Harga Cabai
Naik Dua Kali Lipat

Harga komoditas cabai kian tak
terbendung. Selain cabai, harga telur

juga naik.

LiLik DARMAWAN
lilik@mediaindonesia.com

ALAM sepekan ter-

akhir, harga cabai

di sejumlah daerah

terus naik. Dari Ka-
bupaten Banyumas, Jawa
Tengah, harga cabai merah
dijual Rp80 ribu per kilogram
(kg). Sementara itu, harga
eceran dijual Rp10 ribu per
ons.

“Saat ini, saya menjual de-
ngan harga Rp80 ribu per kg.
Namun, jika eceran, misalnya
hanya beli satu ons, harganya
dinaikkan menjadi Rp10 ribu
per ons,” jelas Suryati, 57, pe-
dagang cabai di Pasar Manis
Purwokerto, kemarin.

Sementara itu, di Bangka
Belitung, harga cabai rawit
di sejumlah pasar tradisional
dijual Rp100 ribu per kg dari
sebelumnya Rp55 ribu per
kg.

Naiknya harga cabai hingga
dua Kkali lipat juga terjadi di
Kabupaten Sidoarjo, Jawa
Timur. Di Pasar Larangan, Ka-

bupaten Sidoarjo, harga cabai
rawit Rp90 ribu per kg dan
cabai merah Rp70 ribu per kg
atau naik dua kali lipat dari
harga sebelumnya.

Menurut Kuswaniyah, peda-
gang cabai di Pasar Larangan,
meroketnya harga cabai dise-
babkan cuaca buruk.

Demikian juga di Kota Se-
marang, Klaten, Bengkulu,
Tasikmalaya, dan Cianjur,
harga cabai semakin mahal.
Konsumen mulai mengurangi
belanja cabai. Meski harga
cabai naik, petani cabai tetap
gigit jari.

Ketua Kelompok Tani Bina
Muda Lestari, Dadan Ram-
dani, menjelaskan menurut
informasi di lapangan, harga
komoditas cabai merah keri-
ting di pasaran saat ini sudah
mencapai Rp60 ribu per kg,
tetapi di tingkat petani masih
di kisaran Rp30 ribu per kg.

“Di tingkat petani, kisaran
harga cabai merah keriting se-
benarnya tidak terlalu tinggi-
tinggi amat. Sekarang harga-
nya kisaran Rp30 ribu-Rp35

ribu per kilogram. Tapi kalau
sudah di pasaran, harganya
berlipat-lipat. Dengar-dengar
sekarang di pengecer sudah
Rp60 ribu,” terang Dadan.

Selain harga cabai, harga te-
lur ayam juga naik dari Rp20
ribu per kg menjadi Rp28 ribu
per kg.

Pemerintah Kota Surabaya
menginstruksikan perusa-
haan daerah terkait dilingkup
pemkot agar intens meman-
tau kenaikan harga komoditas
pangan.

Pemkot telah menggelar
rapat lintas instansi, hasil ra-
pat telah dilakukan pemetaan
ataupun rumusan strategi un-
tuk menekan kenaikan harga
komoditas bahan kebutuhan
pokok, salah satunya ialah
menjalin kerja sama dengan
daerah penghasil komoditas
tersebut.

Harga minyak goreng

Di bagian lain, harga mi-
nyak goreng curah di Kota
Bandung sudah mendekati
harga eceran tertinggi (HET).
Para pedagang menjual mi-
nyak goreng curah seharga
Rp15.500 per kilogram atau
Rp14.500 per liter.

Namun, saat Wali Kota
Bandung Yana Mulyana ber-

sama Dandim 0618/BS Letkol
Inf Donny Ismuali Bainuri
memantau penjualan minyak
goreng curah di Pasar Kosam-
bi, harga minyak goreng curah
dijual Rp15.500-Rp16.000 per
liter.

Menurut Yana, ada masalah
distribusi sehingga pengecer
kesulitan mendapat minyak
dengan harga yang sesuai.
“Permasalahan ini akan di-
tindaklanjuti agar masalah
distribusi bisa teratasi,” ujar
Yana.

DariPalembang, Polrestabes
Palembang menerjunkan
ratusan anggota ke sejumlah
pasar tradisional untuk meng-
awasi harga dan stok minyak
goreng curah.

“Ratusan personel kita ter-
junkan untuk melakukan
pengawasan harga dan stok
minyak goreng curah, salah
satunya Bhabinkamtibmas,”
ujar Kapolrestabes Palem-
bang Kombes Pol Mokhamad
Ngajib.

Para personel diperintah-
kan secara khusus meng-
awasi agar harga minyak
goreng curah dijual sesuai
HET Rp14.000 per liter atau
setara Rp15.500 per kilogram.
(HS/FL/DW/AS/AD/AN/BB/MY/
JS/IN-1)
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VI. LANGKAH-LANGKAH YANG DIAMBIL PEMEGANG SAHAM PESERTA PENGGABUNGAN | o l [ LIL] | — ] Smige
Berikut ini adalah langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh pemegang saham Perusahaan Peserta Penggabungan:
1. Masing-masing pemegang saham dari SMSM dan SSP telah membaca Rancangan Penggabungan ini dengan seksama;
2. Pada tanggal RUPS, para pemegang saham yang memenuhi persyaratan sebagaimana dinyatakan dalam Bab V tentang Persyaratan RUPS dan Ketentuan - "
Pemungutan Suara diharapkan kehadirannya dan memberikan suara pada RUPS. Namun, guna melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat di masa pandemi
COVID-19, dengan ini dihimbau agar para pemegang saham tidak hadir secara fisik di dalam rapat dan pemegang saham dihimbau untuk memberikan kuasa
secara elektronik melalui sistem yang tersedia;
Bagi pemegang saham SMSM dan SSP yang tidak dapat hadir dalam RUPS, maka mereka dapat diwakilkan oleh pihak lain sesuai dengan ketentuan dari surat
kuasa.
VII. PERKIRAAN TANGGAL-TANGGAL SEHUBUNGAN DENGAN PENGGABUNGAN USAHA . .
Perusahaan Peserta Penggabungan Usaha bermaksud untuk menyelesaikan Penggabungan Usaha dalam waktu 2 bulan. Penggabungan Usaha dijadwalkan untuk o
diselesaikan sesuai dengan perkiraan jadual berikut ini: PT E
No. Kegiatan Perkiraan Penyelesaian b " nn HL'H‘ A
1. Direksi SMSM mengumumkan Ringkasan Rancangan Penggabungan dalam situs Web BEI dan Situs Web SMSM. ¥ Ny
Direksi SSP mengumumkan Ringkasan Rancangan Penggabungan dalam 1 (satu) surat Kabar Harian. a
Penyampaian Pernyataan Penggabungan kepada OJK yang berisikan Rancangan Penggabungan yang telah disetujui oleh
Dewan Komisaris SMSM dan SSP beserta dokumen-dokumen pendukung. 06 Juni 2022
Pengumuman akan dilakukannya penyelenggaraan RUPS.
Direksi SMSM dan SSP memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada karyawan tentang rencana Penggabungan Usaha. |
Pengumuman kepada kreditur SMSM dan SSP mengenai batas waktu penyampaian keberatan.
Penyampaian bukti pengumuman Ringkasan Rancangan Penggabungan kepada OJK dan BEI. 08 Juni 2022
Batas waktu bagi para kreditur SMSM dan SSP untuk mengajukan keberatan. 22 Juni 2022 FL Bcl:kpnpun Envirenmental Services
. Tanggal penutupan pencatatan saham dalam DPS (Recording Date) yang berhak hadir RUPS SMSM. 05 Juli 2022 . p, )
a. Direksi SMSM melakukan pemanggilan RUPS dalam sekurang-kurangnya situs web SMSM, situs web KSEI dan situs web BEI. " L o ]
. 06 Juli 2022
b. Pemanggilan RUPS SSP
Perkiraan tanggal Pernyataan Efektif dari OJK atas rencana Penggabungan Usaha. 25 Juli 2022
Penyampaian laporan tertulis ke BEI setelah Pernyataan Penggabungan yang diajukan ke OJK menjadi efektif. 26 Juli 2022
Pengumuman perubahan ringkasan Rancangan Penggabungan dalam surat kabar harian atau situs web BEI dan situs web SMSM. 26 Juli 2022
a. RUPS SMSM & SSP "
Penandatanganan Akta Penggabungan Usaha 28 Juli 2022 #:II
= =
Penyampaian salinan Akta Penggabungan Usaha kepada OJK dan BEI. {.’ﬂ ,-'.?’T-;' g N
Penyampaian salinan hasil RUPS kepada BEI. 29 Juli 2022 - Gu_ o
Pemberitahuan hasil RUPS SMSM kepada OJK dan pengumuman hasil RUPS SMSM dalam sekurang-kurangnya situs web SMSM, A
situs web KSEI dan situs web BEI. Ty
Tanggal Efektif Penggabungan Usaha. 01 Agustus 2022 el o L T ol . e TR
— — mils PT. DAME ALAM SEJAHTERA
Pelaporan Akta Penggabungan dan perubahan Anggaran Dasar SMSM dan perubahan komposisi Direksi dan Dewan Komisaris 01 Agustus 2022 i \ i I
Perusahaan Penerima Penggabungan Usaha, kepada Menkumham dan pengkinian izin SMSM pada Sistem OSS. 9 ” ”_{ﬂ' 1]';”“].[‘1 ¢ '"h"”f 'g Ervices
15. Penerbitan persetujuan dan penerimaan pemberitahuan dari Menkumham atas perubahan Anggaran Dasar SMSM dan perubahan Bs u i e
komposisi Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan Penerima Penggabungan Usaha. 01Agustus 2022 ;':’I'"i' :'”""I; “_F:::"‘ ::'"“‘"” “I-hll Ih.ll: et 11 HT. 0014012
. Tumggakjati Kec. Karawa ara HFEW g
16. Tanggal pengumuman keterbukaan informasi dan pelaporan ke OJK sehubungan dengan POJK No0.42/2020 dan POJK No. 31/2015. 01 Agustus 2022 Irllp. 0267} h::'i: IFP:-. ' .n..':lr':i Sy a
17. Pengumuman hasil Penggabungan Usaha oleh Direksi Perusahaan Penerima Penggabungan Usaha. 03 Agustus 2022 E-mail: dameals ciabberai yaho
18. Penyampaian Risalah RUPS ke OJK. 27 Agustus 2022 " A www.dms-hl.com A
VIIl. PIHAK-PIHAK INDEPENDEN - T B S N
Profesi dan lembaga penunjang independen yang terkait dalam rencana Penggabungan adalah sebagai berikut:
1. Akuntan Publik untuk SMSM, SSP, dan Proses Penggabungan : Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja
(firma anggota dari Ernst&Young Global Limited)
Konsultan Hukum untuk SMSM BMD & Partners Law Firm —
Notaris Publik Kamelina, SH ‘J
Biro Administrasi Efek SMSM PT Sinartama Gunita F[I KARSA BUANA LESTARI i R E S DU R C ES
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